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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji thin capitalization dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan dengan mengacu pada pendapat Taylor & Richardson bahwa thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Variabel independennya adalah thin capitalization dan kepemilikan manajerial. Sampel penelitian ini adalah 17 perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2018. Metode  pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 49 sampel. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thin capitalization dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Kata kunci: thin capitalization, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak 
ABSTRACT
This study aims to examine thin capitalization and managerial ownership of tax avoidance. This research is a type of development research with reference to Taylor & Richardson's opinion that thin capitalization is the formation of a company's capital structure with a combination of large debt ownership and small capital. The dependent variable in this study is tax avoidance measured using the Effective Tax Rate (ETR). The independent variables are thin capitalization and managerial ownership. The sample of this research was 17 companies in various industry sectors which were listed on the Indonesia Stock Exchange until 2018. The data collection method used purposive sampling technique and 49 samples were obtained. The analytical method in this study uses multiple linear regression analysis. The results showed that thin capitalization and managerial ownership had no effect on tax avoidance. 
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PENDAHULUAN

Pajak memiliki kedudukan yang sangat kuat untuk kemajuan suatu negara. Di Indonesia, lebih dari 80% penerimaan negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Fakta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah tidak memenuhi capaian target yang sebelumnya sudah dicanangkan. Tidak tercapainya target tersebut mendorong Pemerintah untuk berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, namun upaya pemerintah tersebut seringkali bertolak belakang dengan perusahaan yang memiliki kecenderungan ingin meminimalisir biaya atau beban usaha yang dikeluarkan perusahaan, termasuk salah satunya yaitu beban pajak. Umumnya perilaku penghindaran pajak perusahaan tidak selalu diartikan bahwa perusahaan terlibat dalam perilaku yang tidak benar. Hal ini dikarenakan dalam mengelola beban pajak, perusahaan dipandang melakukan komponen strategi jangka panjang perusahaan yang tepat. Selain itu, penghindaran pajak dianggap legal karena masih dalam jalur hukum, meskipun dalam sudut pandang etika dan teori norma menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan tidak dianggap benar dan hanya dari sudut pandang umum dikarenakan hal tersebut menciptakan beban dalam masyarakat (Salwah dan Herianti, 2019).

Salah satu strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak adalah thin capitalization (Taylor dan Richardson, 2012). Perusahaan memanfaatkan utang untuk dijadikan suatu celah dalam melakukan perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal. Perusahaan yang membiayai suatu cabang atau anak perusahaan dengan sebuah pinjaman/hutang dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Dengan demikian hutang dianggap sebagai sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak dapat dilaporkan sebagai dividen. Sehingga untuk menekan beban pajak sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Setiawan dan Agustina, 2018). Upaya pemerintah untuk meminimalisir praktik thin capitalization adalah dibentuknya besaran perbandingan utang dengan modal sendiri, dimana perbandingan utang ditetapkan setinggi-tingginya empat banding satu (4:1).

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti akan mengangkat perusahaan pada sektor aneka industri. Dalam sektor aneka industri terdapat tujuh subsektor yaitu subsektor otomotif dan komponennya, subsektor mesin dan alat berat, subsektor textil dan garmen, subsektor alas kaki, subsektor kabel, dan subsektor elektronik dan subsektor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Salwah dan Herianti (2019) membuktikan bahwa thin capitalization memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak menggunakan metode efek umum, efek tetap dan efek acak. Penelitian yang dilakukan oleh Andawiyah dkk (2019) diperoleh bahwa thin capitalization mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Prastiwi (2019) membuktikan bahwa  perusahaan multinasional melakukan praktik thin capitalization lebih tinggi dibanding perusahaan non multinasional. Penelitian Olivia dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa thin capitalization tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur non-makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, A. A dan Lawita, N. F (2019) diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rejeki dkk (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas yang disertai dengan begitu banyaknya ketidakkonsistenan yang ditemukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengaruh thin capitalization dan kepemilikan manajerial terhadap penghidaran pajak perusahaan masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. 
LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Teori Agensi (Agency Theory)
Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pegambilan keputusan kepada agen. The Agency Theory (AT) memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu (disebut dengan the agent) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (disebut the principal) (Lukviarman, 2016). Menurut Andawiyah dkk (2019) teori agensi dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan keuangannya.
Penghindaran Pajak
Menurut Dewi dan Lely (2016) penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan perpajakan, sedangkan tax evasion adalah usaha mengurangi beban pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurang yang tinggi, secara garis besar perbedaan utama terletak pada sisi legalitas.
Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor & Richardson, 2012). Indonesia memungut aturan thin capitalization melalui Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 18 (1) yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).
Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010). Semakin tingginya kepemilikan manajerial maka akan merendahnya permasalahan keagenan karena manajemen berperan sebagai pihak prinsipal dan pihak agen. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan (Rejeki dkk, 2019).
Kepemilikan Institusional
Berlangsungnya suatu perusahaan tidak terlepas dari struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan dipercaya dapat mempengaruhi berlangsungnya kegiatan perusahaan. Struktur kepemilikan ini salah satunya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai persentase dari saham beredar perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain) pada tahun tertentu (Dang et al, 2017 dalam Rejeki dkk, 2019). Adanya Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak terhadap kinerja manajemen. Biasanya pemegang saham minoritas tidak akan tertarik untuk mengawasi karena mereka akan menanggung semua biaya pengawasan, sementara itu mereka hanya memperoleh proporsi keuntungan yang minim. Pengawasan yang efektif ini akan membantu para calon investor untuk semakin mempercayai perusahaan untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Dampaknya, perusahaan dengan Kepemilikan Institusional yang tinggi akan memiliki proporsi kewajiban yang rendah.
Kepemilikan Asing

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 6 penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Perusahaan asing biasanya dalam pengawasannya terhadap perusahaan lebih ketat dikarenakan pihak asing mengharapkan pengembalian yang besar pula terhadap perusahaan yang mereka miliki sahamnya. Pihak asing memiliki sistem manajemen dan teknologi yang lumayan baik dan bisa tersebar bersama dengan kegiatan penanaman modal asing sehingga   kepemilikan asing dapat meningkatkan kemampuan perusahaan menjadi lebih baik salah satunya dalam menetukan pengambilan keputusan pendanaan (Oktariani dan Hasanah, 2019).
Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Salwah dan Herianti (2019), semakin besar nilai hutang, maka semakin besar juga bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin kecil laba kena pajak. Strategi ini kemudian digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui peningkatan rasio hutang terhadap modal (DER). Rasio ini berhubungan dengan thin capitalization. Peraturan mengenai thin capitalization telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio hutang terhadap modal. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang berisi penentuan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Akibatnya, aturan ini mengurangi adanya celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui pengelolaan rasio hutang terhadap modal perusahaan.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Jika manajer, direksi dan komisaris perusahaan memiliki saham perusahaan (Kepemilikan Manajerial) maka akan berpengaruh terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan. Para manajer akan berusaha mengeluarkan kebijakan yang akan mendorong perusahaan untuk mencapai laba yang tinggi dan mengembangkan perusahaan tersebut. Dalam perusahaan biasanya manajer atau kepemilikan manajerial membangun hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya (Rejeki dkk, 2019). Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk mencapai kepentingan pemegang saham. Para manajer harus mengoptimalkan laba perusahaan yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan demikian perusahaan mempunyai  dua kepentingan yang berbeda didalamnya yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan laba bagi pemilik perusahaan (principle) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer.
Pengembangan Hipotesis

Menurut Olivia dan Dwimulyani (2019) thin capitalization mengutamakan pendanaan dari utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat dijadikan potensi strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi thin capitalization maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menurunkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan mengecilkan pajak penghasilan terutang sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dari uraian diatas, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H1: Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

      Menurut Putri dan Lawita (2019) jika manajer memiliki saham perusahaan (Kepemilikan Manajerial) maka akan berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan perusahaan. Para manajer akan berusaha mengeluarkan kebijakan yang akan mendorong perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih tekun untuk kepentingan pemegang saham karena jika terdapat keputusan yang salah, maka manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. Dari uraian diatas, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor aneka industri. Menurut Darma S, S (2019), pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2018

2. Laporan keuangan perusahaan sektor aneka industri selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki laba

3. Laporan keuangan selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dalam mata uang rupiah

4. Laporan keuangan selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 lengkap sesuai dengan variabel yang diperlukan.
Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Thin Capitalization. Variabel ini diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio jumlah utang terhadap jumlah modal. Pengukuran Thin Capitalization (Olivia dan Dwimulyani, 2019) adalah:

[image: image1]
Kepemilikan Manajerial. Variabel ini diukur menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Pengukuran Kepemilikan Manajerial (Rejeki dkk, 2019) adalah:
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Penghindaran Pajak. Variabel ini diukur menggunakan rasio ETR (Effective Tax Rate). Rasio ini menggambarkan persentase jumlah beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dari total pendapatan/laba perusahaan sebelum pajak. Pengukuran Penghindaran Pajak (Rejeki dkk, 2019) adalah:
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Metode Analisa Data

Metode analisis regresi linier berganda untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat (Darma, S. S, 2019). Peneliti menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25 karena memudahkan peneliti dalam menguji data sampel penelitian. Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini, maka persamaan yang dibentuk dirumuskan:

Y = ɑ + b1X1 + b2X2 

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

ɑ = Konstanta

b = Nilai koefisien regresi antara variabel bebas dari variabel terikat (Y)

X1 = Thin Capitalization
X2 = Kepemilikan Manajerial
HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
	
	N
	Min
	Max
	Mean
	Std. Deviation

	ETR (Y)
	49
	,01
	,55
	,2833
	,09748

	DER (X1)
	49
	,13
	2,74
	,9227
	,71903

	KM (X2)
	49
	,00
	,09
	,0220
	,03169

	Valid N (listwise)
	49
	
	
	
	


Sumber: data sekunder diolah, 2019
Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai minimum 0,01 dan nilai maksimum 0,55. Sedangkan untuk nilai rata-rata penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0,2833 dan standar deviasi sebesar 0,09748. Thin capitalization (DER) memiliki nilai minimum 0,13 dan nilai maksimum 2,74, nilai rata-rata sebesar 0,9227 serta standar deviasi sebesar 0,71903. Kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,09, nilai rata-rata sebesar 0,0220 serta standar deviasi sebesar 0,03169.
Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan probabilitas 0,05. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	49

	Normal Parametersa,b
	Mean
	,0000000

	
	Std. Deviation
	,09245427

	Most Extreme Differences
	Absolute
	,102

	
	Positive
	,102

	
	Negative
	-,065

	Test Statistic
	,102

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	,200c,d

	Sumber:data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200 yaitu lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual memiliki penyebaran normal.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model

Sig.

1

(Constant)

,000

DER (X1)
,876

KM (X2)
,600

a. Dependent Variable: Absolut Residual
Sumber:data sekunder diolah, 2019

Dari tabel 3, mengindikasikan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai lebih dari 0,05 yaitu thin capitalization (DER) memiliki nilai sig. 0,876 dan kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai sig. 0,600. Berdasarkan hasil ini, maka gejala heteroskedastisitas tidak terjadi.
Uji Multikolinieritas


Untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas dan model regresi dapat dikatakan baik. Sedangkan jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka terjadi masalah multikolinieritas dan model regresi dapat dikatakan tidak baik.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	DER (X1)
	,951
	1,052

	
	KM (X2)
	,951
	1,052

	a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK


Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian terhadap korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel thin capitalization (DER) dan variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan multikolinearitas antara variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini.
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	,258
	,026
	
	9,931
	,000

	
	DER (X1)
	,036
	,019
	,267
	1,860
	,069

	
	KM (X2)
	-,375
	,441
	-,122
	-,849
	,400

	a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK


Berdasarkan tabel 5, menunjukkan nilai koefisien dari persamaan regresi, sehingga didapat persamaan:

Y = ɑ + b1X1 + b2X2

Y = 0,258 + 0,036X1 – 0,375X2

1. Konstanta sebesar 0,258

Jika diasumsikan nilai dari variabel independen adalah konstan (0 atau tidak ada), maka nilai variabel dependen yaitu variabel Penghindaran Pajak akan meningkat sebesar 0,258

2. Koefisien = 0,036

Variabel thin capitalization (DER) dengan koefisien 0,036, artinya peningkatan variabel thin capitalization (DER) sebesar satu satuan maka variabel Penghindaran Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,036.

3. Koefisien = -0,375

Variabel kepemilikan manajerial (KM) dengan koefisien -0,375, artinya peningkatan pada variabel kepemilikan manajerial (KM) sebesar satu satuan maka variabel Penghindaran Pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,375.
Uji Statistik t

Dari data tabel 5 diatas, diketahui nilai sig. untuk pengaruh variabel thin capitalization (X1) terhadap variabel penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,069 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung 1,860 lebih besar dari t tabel 1,679, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh thin capitalization (X1) terhadap penghindaran pajak (Y). Diketahui nilai sig. untuk pengaruh variabel kepemilikan manajerial (X2) terhadap variabel penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,400 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung -0,849 lebih kecil dari t tabel 1,679, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial (X2) terhadap penghindaran pajak (Y).
Pembahasan

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil pengujian diatas, variabel thin capitalization memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (1,860 > 1,679) dengan nilai signifikan 0,069 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa thin capitalization tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga H1: ditolak yang dapat diartikan bahwa thin capitalization secara individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa dalam konteks perusahaan sektor aneka industri di Indonesia, mekanisme thin capitalization belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Salwah dan Herianti (2019) dan Afifah dan Prastiwi (2019) yang menyimpulkan bahwa thin capitalization berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti ketika praktik thin capitalization yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin tinggi. 

      Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ismi dan Linda (2016) yang menyimpulkan walaupun banyak perusahaan yang melakukan thin capitalization pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-2015 namun tetap tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemerintah menerbitkan aturan PMK nomor 169/PMK.010/2015 selain untuk meredam utang swasta khususnya utang luar negeri, juga bertujuan untuk menguatkan sisi modal bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, selain itu penguatan modal akan menghindari perusahaan-perusahaan yang hanya mengandalkan pinjaman atau utang (finansial.bisnis.com). Berdasarkan uraian tersebut dan hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa munculnya aturan PMK nomor 169/PMK.010/2015 yang mengatur batasan rasio DER guna membatasi pembebanan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah mulai dipatuhi oleh perusahaan yang terdaftar di BEI pada sektor aneka industri. Patuhnya perusahaan sektor aneka industri dapat diketahui dari hasil pengolahan data dengan statistik deskriptif, yang menunjukkan bahwa variabel thin capitalization (DER) memiliki nilai minimum 0,13 dan nilai maksimum 2,74 serta nilai rata-rata sebesar 0,9227, hasil tersebut membuktikan bahwa rasio utang terhadap modal perusahaan berada dibawah angka 4 yang berarti masih berada pada angka yang diperbolehkan untuk dibiayakan beban bunganya oleh pemerintah. Hal ini juga berarti perusahaan sektor aneka industri di Indonesia tidak menjadikan adanya beban bunga dalam utang untuk tujuan penghindaran pajak. Pada laporan keuangan Sky Energy Indonesia Tbk. terlihat bahwa perusahaan tersebut memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kemudian KMI Wire & Cable Tbk. melakukan perjanjian pembiayaan investasi jual dan sewa balik pada PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia, PT Equity Finance Indonesia dan PT Dipo Star Finance. Pada laporan keuangan Ricky Putra Globalindo Tbk. terlihat bahwa perusahaan tersebut melakukan pinjaman investasi pada PT Bank Panin Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dari hasil yang diperoleh pada laporan keuangan beberapa perusahaan tersebut diatas, maka bisa diartikan bahwa perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk melakukan investasi, bukan untuk melakukan penghindaran pajak.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian diatas, variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (-0,849 < 1,679) dengan nilai signifikan 0,400 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga H2: ditolak yang dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial secara individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa perusahaan pada sektor aneka industri di Indonesia, kepemilikan manajerial belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Putri dan Lawita (2019) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa semakin banyak kepemilikan saham manajer disuatu perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

      Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rejeki dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menyatakan bahwa semakin kecil proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham. Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial disebabkan perusahaan pada sektor aneka industri di Indonesia rata-rata memiliki saham di perusahaannya sangat kecil yaitu dibawah 5% terbukti dari hasil uji statistik deskriptif dengan variabel kepemilikan manajerial yang memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,09 dan nilai rata-ratanya sebesar 0,0220. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 13A menjelaskan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Biaya negosiasi apabila perusahaan terkena sanksi juga tinggi dimana Indonesia sedang melakukan reformasi fundamental atas penegakan hukum seperti: satgas anti pungli dan pelapor pelanggaran (whistleblower) pada penegak hukum maupun kementerian/lembaga pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 6 Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris akan ikut bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang akan merugikan perusahaan seperti kepailitan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 115 bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Dari aturan tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam sebuah perusahaan terutama Perseroan Terbatas, pihak direksi dan manajemen diawasi oleh komisaris sehingga direksi dan manajemen akan cenderung mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tidak melakukan penghindaran pajak. Persentase kepemilikan manajer yang kecil, ancaman sanksi administrasi maupun pidana serta adanya pengawasan dari komisaris mendorong para direksi dan manajer untuk tidak melakukan penghindaran pajak.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio hutang terhadap modal perusahaan.

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki direksi, manajer dan komisaris dibagi dengan jumlah saham beredar akhir tahun.
Saran

Bagi regulator, khususnya aparatur pajak atau pejabat pajak untuk lebih memperjelas peraturan perpajakan yang ada agar perusahaan mengetahui mana yang dikatakan sebagai perencanaan pajak legal dan ilegal. Bagi perusahaan agar dapat menyusun perencanaan pajak yang baik sehingga perusahaan terhindar dari indikasi penggelapan pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah sampel penelitian, menambah variabel lain seperti variabel kualitas audit, Return On Equity dan Good Corporate Governance, dan menambah periode pengamatan.
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